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Abstrak 
Bank Indonesia memiliki tugas penting dalam pengelolaan uang rupiah, 
khususnya pendistribusiannya ke seluruh daerah, menghadapi tantangan yang 
tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengedaran uang rupiah 
adalah ketersediaan moda dan jalur transportasi reguler yang terbatas, serta 
kondisi geografis maupun alam Indonesia, termasuk di dalamnya kondisi iklim 
dan cuaca yang sering mengalami perubahan. Dalam kasus ini akan dilakukan 
analisis menggunakan analisis faktor yang selanjutnya akan dibuat skor faktor 
untuk membuat pengelompokan daerah mana yang perlu dibangun KPwDN 
Bank Indonesia baru.  Pada Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato perlu 
dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota 
Makassar perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada Provinsi Sulawesi 
Utara, Kabupaten Minahasa perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada 
Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai perlu dibangun KPwDN Bank 
Indonesia. Pada provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka perlu 
dibangun KPwDN Bank Indonesia. Pada provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten 
Mamuju perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. 
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Abstract 
Bank Indonesia has an important task in the management of the rupiah, 
particularly distribution across regions, challenges that Bank Indonesia got  are 
not easy. One of the biggest challenges in the distribution of the rupiah is 
available modes and limited regular transport lines, as well as the geographical 
and natural conditions of Indonesia, including climate and weather conditions 
often change. In this case analysis will be done using factor analysis which 
would then be made to make the grouping factor scores which areas need to be 
build KPwDN new Bank Indonesia. The results of the analysis are province of 
Gorontalo, Pohuwato need to be build KPwDN Bank Indonesia. In the province 
of South Sulawesi, Makassar needs to be build KPwDN Bank Indonesia. In the 
province of North Sulawesi, Minahasa need to be build KPwDN Bank Indonesia. 
In the province of Central Sulawesi, Banggai need to be build KPwDN Bank 
Indonesia. In the province of Southeast Sulawesi, Kolaka need to be build 
KPwDN Bank Indonesia. In the province of West Sulawesi, Mamuju need to be 
build KPwDN Bank Indonesia. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Dalam perannya dengan keuangan pemerintah, Bank 
Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan 
kewajiban untuk menyelenggarakan penyimpanan kas umum 
negara. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2009 
tentang BI, maka salah satu tugas BI adalah mengatur dan 
menjaga kelancaran system pembayaran. Selanjutnya menurut 
UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, BI dalam menjalankan 
fungsi tersebut khususnya fungsi di bidang system pembayaran 
tunai harus berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam mendukung 
kelancaran sistem pembayaran di seluruh Indonesia, khususnya 
pembayaran tunai, BI memberikan layanan kas baik kepada 
perbankan yaitu berupa setoran dan penarikan maupun kepada 
masyarakat yaitu untuk penukaran uang lusuh/rusak dan/atau 
penukaran uang pecahan kecil. Dalam pengerjaan tugas-tugasnya, 
Bank Indonesia dibantu oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
(KPBI), 43 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) BI yang 
memiliki fungsi operasional kas, dan dengan 31 kas titipan yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia (kecuali Pulau Jawa). 
Dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia terutama 
dalam pengelolaan uang rupiah, khususnya pengedarannya ke 
seluruh daerah, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah 
satu tantangan terbesar dalam pengedaran uang rupiah adalah 
ketersediaan moda dan jalur transportasi reguler yang terbatas, 
serta kondisi geografis maupun alam Indonesia, termasuk di 
dalamnya kondisi iklim dan cuaca yang sering mengalami 
perubahan.  
Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi yang pesat terdapat 
masalah yang tidak kalah penting yaitu menyediakan layanan kas 
pada suatu daerah. Pada daerah terpencil, perbatasan dan pulau-
pulau terluar yang jauh dari jangkauan layanan kas Bank 





tingkat kelusuhan tinggi sehingga uang rupiah tersebut tidak layak 
edar. Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional menunjukkan 
pertumbuhan yang relatif tinggi, oleh karena itu dibutuhkan 
sistem pembayaran yang handal terutama dalam hal sistem 
pembayaran tunai. Peran strategis sistem pembayaran tunai dalam 
perekonomian sangatlah dibutuhkan untuk merespon adanya 
peningkatan kebutuhan uang di masyarakat. Kecenderungan 
peningkatan permintaan uang dari masyarakat harus diimbangi 
tidak hanya dari sisi pemenuhan jumlah nominal, namun juga dari 
sisi kecukupan pecahan melalui jalur distribusi yang handal serta 
dalam keadaan kondisi yang layak sehingga masyarakat dapat 
dengan mudah mengenali ciri-ciri keaslian rupiah untuk 
menghindari peredaran uang palsu (BI, 2015). 
Secara administratif, Pulau Sulawesi terbagi menjadi 6 
provinsi yaitu Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), 
Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi 
Barat (Sulbar) dan Gorontalo. Di setiap provinsi tersebut hanya 
terdapat satu kantor wilayah. Kantor wilayah Sulsel terletak di 
Makassar, kantor wilayah Sulut terletak di Manado, kantor 
wilayah Sulteng terletak di Palu, Sulawesi Tenggara terletak di 
Kendari dan kantor wilayah Gorontalo terletak Gorontalo (BI, 
2015).  
Peredaran uang di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara 
terbilang cukup tinggi dengan total cash inflow dan outflow 
sebesar 16.731,09 miliar rupiah. Cash inflow dan cash outflow 
dari Provinsi Gorontalo masing-masing sebesar 420,93 dan 97,5 
miliar rupiah, cash inflow dan cash outflow di Privinsi Sulawesi 
Tengah masing-masung sebesar 440,84 dan 1.884,82 miliar 
rupiah, cash inflow dan cash outflow dari Provinsi Sulawesi Utara 
masing-masing sebesar 1.050 dan 2.610 miliar rupiah, cash inflow 
dan cash outflow dari Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing 
sebesar 5.080 dan 3.870 miliar rupiah, cash inflow dan cash 
outflow dari Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 





disediakan pada setiap provinsi hanya satu. Untuk itu perlu 
dilakukan kajian mengenai perlunya pembangunan KPwDN BI 
baru di provinsi-provinsi tersebut untuk membantu analisis 
jaringan distribusi dan layanan kas Bank Indonesia di Pulau 
Sulawesi. Hal itu diperkuat pula dengan besarnya beredar uang 
tidak layak edar di Pulau Sulawesi, salah satu contohnya pada 
Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan pemusnahan uang tidak layak 
edar pada triwulan IV 2014 tercatat  sebesar Rp 0,40 triliun, 
meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 
sebesar Rp 0,27 triliun (BI, 2015). 
Berdarsarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas akan 
dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kab/kota 
yang perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia baru untuk dapat 
mengembangkan jalur distribusi uang dan layanan kas secara 
lebih optimal di wilayah Pulau Sulawesi. Analisis Faktor 
merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mereduksi 
dimensi sehingga didapatkan faktor-faktor baru yang kemudian 
akan dibuat skor faktor yang kemudian akan ditentukan kab/kota 
yang perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia baru berdasarkan 
dari skor faktor. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Bank 
Indonesia memiliki kendala dalam pendistribusian uang ke 
kabpuaten/kota yang belum memiliki KPwDN Bank Indonesia. 
Untuk itu akan dilakukan analisis menggunakan analisis faktor 
yang selanjutnya akan dibuat faktor skor dimana akan 
menunjukkan hasil kabupaten/kota yang memiliki perekonomian 
yang tinggi pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Selanjutnya 
hasil tersebut akan dijadikan bahan rekomendasi kepada Bank 
Indonesia untuk membangun KPwDN di kabupaten/kota yang 
memiliki perekonomian yang tinggi merujuk hasil dari faktor 
skor. Berdasarkan dengan masalah yang telah dijelaskan maka 
rumusan masalah yang dapat disusun dalam pada penelitian ini 





1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar penentuan lokasi 
baru KPwDN BI baru di Pulau Sulawesi? 
2. Bagaimana bentuk skor faktor dari kabupaten/kota di Pulau 
Sulawesi sebagai dasar penentuan lokasi baru KPwDN BI di 
Pulau Sulawesi? 
1.3 Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui deskripsi statistika deskriptif dari provinsi-
provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. 
2. Menentukan kabupaten/kota yang perlu dibangun KPwDN BI 
baru di Pulau Sulawesi berdasarkan skor faktor yang 
terbentuk. 
1.4 Manfaat 
Hasil dari Tugas Akhir ini adalah berupa rekomendasi kepada 
Bank Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Gubernur 
dan Departemen Pengelolaan Uang (DPU) dalam 
mengembangkan jalur distribusi uang dan layanan kas secara 
lebih optimal di wilayah Pulau Sulawesi dalam upaya pencapaian 
misi Bank Indonesia yaitu memenuhi kebutuhan uang rupiah di 
masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup. 
1.5 Batasan Masalah 
Batasan masalah Tugas Akhir ini adalah faktor yang 
digunakan sebanyak dua karena dua faktor sudah memenuhi, 
kemudian dalam penelitian ini diasumsikan telah memenuhi 
asumsi distribusi normal. Analisis yang dilakukan hanya pada 
wilayah Pulau Sulawesi yang meliputi 6 provinsi dan variabel 
yang digunakan meliputi aspek Pendapatan Domestik Regional 
Bruto (PDRB), APBD, UMR, jumlah industri, jumlah penduduk, 
luas wilayah, panjang jalan, jumlah ATM di kabupaten/kota di 6  








 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Karakteristik Pulau Sulawesi 
Pulau Sulawesi berbentuk seperti huruf ‘k’ kecil. Pulau 
Sulawesi memiliki luas 174.600 kilometer persegi. Sulawesi 
merupakan pulau terbesar di dunia ke-11 setelah Pulau Ellesmere 
di Kanada sedangkan di Indonesia, luas Pulau Sulawesi 
menduduki peringkat ke-4 setelah Papua, Kalimantan, dan 
Sumatera. Hal ini terkenal digambarkan sebagai sebuah pulau 
besar dengan interior menarik, dengan dikelilingi oleh pulau-
pulau besar lainnya seperti Borneo atau Kalimantan di sebelah 
barat, Filipina di utara, pulau-pulau Maluku di sebelah Timur, dan 
Flores dan Timor ke selatan. Sebuah harta-karun keanekaragaman 
hayati dengan sejumlah mengejutkan dari spesies endemik 
(spesies yang tidak lagi ditemukan di dunia), Sulawesi 
belakangan ini menjadi target konservasionis (Anonim, 2015). 
 
Gambar 2.1 Peta Pulau Sulawesi 
Dari segi perekonomian, Sulawesi sebagian besar tergantung 





pertanian terdiri dari 34 persen untuk per ekonomi Sulawesi. 
Perkebunan merupakan hal yang penting dalam perekonomian di 
Pulau Sulawesi yang meliputi kelapa, pala, kedelai, kopi, dan 
beras. Pulau Sulawesi merupaakan salah satu produsen terbesar di 
dunia kakao. Selain itu juga menghasilkan banyak cengkeh untuk 
rokok kretek. Industri ekonomi lainnya termasuk kayu komersial 
seperti jati dan rotan dan pariwisata, yang dipandang sebagai hal 
yang semakin penting bagi pemerintah. Pada tahun 2004, 16,7% 
penduduk Sulawesi dianggap hidup dalam kemiskinan. Sebagian 
besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Namun 
pemerintah kurang memerhatikan hal ini, bahkan dalam beberapa 
laporan menyebutkan bahwa ada beberapa wilayah yang justru 
orang menengah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah 
(Anonim, 2015). 
2.2  Statistika Deskriptif 
Dalam penelitian ini digunakan ukuran pemusatan data yang 
terdiri dari rata-rata, simpangan baku, nilai maksimum dan 
minimum. Berikut adalah statistika deskriptif dari rata-rata 
(Walpole, 1992). 
  ̅  
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   = nilai dari masing-masing data 
  = jumlah data 
 ̅= nilai rata-rata dari data 
2.3  Uji Kelayakan 
Dalam uji kelayakan terdapat dua metode yang digunakan 
yaitu Kaiser Mayer Olkin (KMO) dan uji Bartlett. Rencher 
menyatakan bahwa KMO bertujuan untuk melakukan pengecekan 
dari sebuah data atau melakukan validasi pada data sebelum 
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      matriks korelasi dari elemen   
      matriks korelasi parsial dari elemen  . 
Nilai         , dengan                 .     
merupakan matriks diagonal. Apabila nilai KMO lebih besar dari 
0,8 maka keputusan gagal tolak    jadi kesimpulannya data layak 
untuk dilakukan analisis faktor 
Uji Bartlett digunakan untuk mengetahui apakah terdapat atau 





x x x  bersifat saling bebas (independen), maka 
matriks korelasi antar variabel sama dengan matriks identitas. 
Berdasarkan hal tersebut untuk menguji kebebasan antar variabel 
hipotesis pengujian yang digunakan dalam Uji Bartlett adalah 
sebagai berikut: 
   :     yaitu tidak terdapat hubungan antar variabel  
   :     yaitu terdapat hubungan antar variabel 
Nilai statistik pada Uji Bartlett dapat dituliskan dengan persamaan 
sebagai berikut, 
      (    
    
 
)   | | (2.3)  
Keterangan: 
| | : nilai determinan dari matriks korelasi 
  : banyaknya observasi 
  : banyaknya variabel 
Keputusan tolak    apabila 
2 2
(1/2 )( 1);p p     atau apabila 
p -value <  , yang artinya terdapat hubungan antar variabel 
(Morrison, 1976). 
2.4  Analisis Faktor 
Tujuan dari analisis faktor adalah untuk menggambarkan 





mendasari tetapi tidak teramati yang disebut faktor (Johnson & 
Wichern, 2007). Vektor random teramati   dengan   komponen, 
memiliki rata-rata     dan matrik kovarian  ∑ . Model analisis 
faktor adalah sebagai berikut : 
1 1 11 1 12 2 1 1
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atau dapat ditulis dalam notasi matrik sebagai berikut : 
( ) ( 1) ( 1)( 1) pxm mx pxpx
   X μ L F ε  (2.5) 
dengan, 
  = rata-rata variabel ke-  
   = faktor spesifik ke-  
   = common factor ke-  
    = loading factor dari variabel ke-  pada faktor ke-  
  = 1,2,...,n  adalah banyaknya observasi 
  = 1,2,...,m  adalah banyaknya common factor 
  = 1,2,..., p  adalah banyaknya variabel 
Selanjutnya, berdasarkan Johnson & Winchern (2007) 
struktur kovarians untuk model faktor orthoghonal dapat dilihat 
seperti pada persamaan (2.6). 
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  (2.6) 
Besarnya variansi yang dapat dijelaskan oleh m faktor yang 
terbentuk untuk variabel ke-i disebut komunalitas. Besarnya 
Var(Xi) = σii lebih dikenal sebagai specific variance dan dapat 






1 2 ...ii i i im i        (2.7) 
Selanjutnya, komunalitas dinotasikan sebagai 2ih  yang dapat 
dihitung dengan persamaan (2.8) sebagai berikut. 
2 2 2 2
1 2 ...i i i imh       (2.8) 
2.5 Exploratory Factor Analysis 
Faktor analisis dapat dibedakan menjadi dua jenis yaituu 
exploratory dan cinfirmatory. Namun banyak peneliti 
mempertimbangkan hanya pada exploratory karena sangat 
berguna dalam menemukan struktur diantara variabel-variabel 
atau sebagai metode reduksi data.  Pada banyak penerapannya 
dalam faktor analisis, penggunaan exploratory lebih cocok 
digunakan karena pada dasarnya tujuan dari exploratory factor 
analysis adalah untuk membuat konsep baru dari hasil penelitian, 
“take what the data give you” (Hair,2010). 
2.6  Principal Component Method 
Johnson dan Wichern (2007) menyatakan salah satu metode 
estimasi yang banyak digunakan untuk mengestimasi factor 
loadings ( ij ) dan specific variance ( i ) adalah metode principal 
component. Jika diberikan sampel random            diperoleh 
sebuah matriks sampel kovarians  , kemudian akan dilakukan 
estimasi terhadap loading factor, maka bentuk persamaan varians 
menjadi seperti pada persamaan (2.9).  
   ̂ ̂    (2.9) 
Dalam metode estimasi dengan menggunakan principal 
component, specific variances ( i ) = 0. Matrik kovarians     
memiliki eigenvalue-eigenvector yang berpasangan (λi,ei) dengan 
λ1 ≥ λ2 ≥ ...  ≥ λp ≥ 0, maka untuk mengestimasi loading factors 
dapat menggunakan persamaan (2.10). 
1 1 2 2
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ
m m  
 
  
L e e e  (2.10) 
Besarnya nilai komunalitas dapat diestimasi dengan 
persamaan (2.11). 
2 2 2 2





Penggunaan metode estimasi principal component untuk 
matriks korelasi   dapat dilakukan dengan cara menggantikan 
matrik   dengan matrik  , namun data yang digunakan perlu 
distandarisasi terlebih dahulu (Johnson & Wichern, 2007). 
Penentuan eigen value dapat diperoleh dari matriks kovarian atau 
matriks korelasi. Perbedaan satuan pada variabel yang ada 
umumnya menjadi dasar pemilihan matriks korelasi untuk 
perhitungan eigen value. Berdasarkan Hair (2010) penentuan 
banyaknya komponen utama untuk lebih mengefektifkan dalam 
analisis komponen utama dengan memperhatikan beberapa hal: 
1. Faktor dengan eigen value lebih besar dari 1 
2. Pemilihan jumlah faktor berdasarkan tujuan dari penelitian 
dan/atau kepentingan penelitian 
3. Jumlah faktor cukup dalam persentase dari variansi yang 
dapat dijelaskan berkisar 60% atau lebih tinggi 
4. Memilih jumlah faktor berdasarkan scree plot. 
Secara keseluruhan, besarnya total proporsi dari sampel 




  analisis faktor untuk matrik 
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 2.7  Factor Scores 
Rencher (2002) menjelaskan bahwa nilai faktor di setiap 
pengamatan yang terdiri dari
1 2
ˆ ˆ ˆˆ ( , ,..., ) ,i 1,2,...,ni i i imf f f  f  
dinamakan skor faktor. Ada dua manfaat utama dari penggunaan 
skor faktor, yaitu perilaku dari pengamatan yang menarik untuk 
diamati dan faktor skor dapat digunakan sebagai input untuk 
analisis lainnya seperti MANOVA. Rencher (2002) juga 
menyatakan bahwa pendekatan yang pada umumnya sering 





Semenjak diketahui bahwa E(fi) = 0, maka hubungan antara f 
dengan x dapat dimodelkan ke dalam suatu model regresi seperti 
pada persamaan 2.13 sebagai berikut, 
1 11 1 1 12 2 2 1 1
2 21 1 1 22 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2
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  (2.13) 
atau dapat juga ditulis ke dalam bentuk matrik sebagai berikut, 
 1 ( )  f B X X   (2.14) 
Jika persamaan (2.14) berlaku untuk semua pengamatan, maka 
modelnya menjadi, 
1 ( ) ,   i=1,2,...,n.i i i
  f B X X   (2.15) 
Apabila persamaan (2.15) ditranspos, maka modelnya menjadi, 
1( ) ,   i=1,2,...,n.i i i
    f X X B   (2.16) 
dimana B1 dapat diestimasi dengan persamaan (2.17), 
1 1
1
ˆ ( )c c c xx xf
   B X X X F S S   (2.17) 
dengan Sxx direpresentasikan oleh S dan Sxf oleh  ̂, dimana  ̂ 
mengestimasikan cov(y,f) = L. Sehingga persamaan 2.24 dapat 
ditulis dalam bentuk persamaan (2.18) sebagai berikut, 
1
1
ˆ ˆB S L   (2.18) 
selanjutnya dari model persamaan (2.18), nilai estimasi fi dapat 


















F X B X S L
f
. (2.19) 
Jika pada penelitian menggunakan matrik R, maka model 
persamaan (2.18) dan (2.19) berubah menjadi 
1
1
ˆ ˆB R L   (2.10) 
 1ˆ ˆ
s





dimana Xs adalah matrik yang tiap elemennya telah distandarkan, 
(      ̅)   . Dalam menghitung factor score dengan persamaan 
(2.19) dan (2.21), matrik S atau R yang digunakan diperkenan 
berupa matrik nonsingular. 
2.5 Fungsi Bank Sentral 
Bank sentral merupakan bank yang menjadi pusat struktur 
moneter dan perbankan di negara yang bersangkutan dan yang 
melaksanakan kepentingan ekonomi nasional (Dina, 2014). 
Berikut adalah fungsi-fungsi dari bank sentral: 
1. Memperlancar lalu lintas pembayaran  
a. menciptakan uang kartal  
b. menyelenggarakan kliring antar bank umum. 
2. Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah 
a. memelihara rekening pemerintah 
b. memberikan pinjaman sementara  
c. memberikan pinjaman khusus  
d. melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli 
valuta asing (valas)  
e. menerima pembayaran pajak 
f. membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke 
daerah,  
g. membantu pengedaran surat berharga pemerintah 
h. mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi 
3. Bank sentral sebagai agen dan penasehat pemerintah   
a. mengadministrasi dan mengelola hutang nasional  
b. memberikan jasa pembayaran bunga atas hutang 
c. memberikan saran dan informasi mengenai keadaan 
pasar uang dan modal 
4. Memelihara cadangan/cash reserve bank umum dan 
memelihara cadangan devisa negara   
a. internal reserve, untuk keperluan jumlah uang beredar 
b. eksternal reserve, untuk alat pernbayaran internasional  
5. Sebagai bankers  bank dan lender of last resort 





7. Mengawasi bank (bank supervision), pengawasan bank dibagi 
menjadi dua yaitu Prudential Supervision dan Monetary 
Supervision. 
a. Prudential Supervision: pengawasan bank yang 
diarahkan agar individual bank dapat dijaga kelangsungan 
hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat 
dilindungi. 
b. Monetary Supervision: menjaga nilai mata uang negara 
yang bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi 
penyangga kebijakan moneter maupun kebijakan 
ekonomi pemerintah lainnya. 
2.6 Pengertian Bank Indonesia 
Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik 
Indonesia yang memiliki  tujuan untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah atau mata uang negara, yang dapat  dicapai 
melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, 
konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan 
umum pemerintah di bidang perekonomian. 
Dalam UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004, terdapat 
pasal 8 poin ke-a yang mengatur tentang operasional bank sentral 
sebagai pihak berwenang yang berkaitan dengan kebijakan 
moneter, diantaranya yaitu: 
1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan 
sasaran laju inflasi 
2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-
cara yang termasuk dalam tetapi tidak terbatas pada: 
 operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun 
valuta asing 
 penetapan tingkat diskonto 
 penetapan cadangan wajib minimum 































 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Sumber Data dan Variabel Penelitian 
Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data 
sekunder yang bersumber dari buku Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan 
Gorontalo dalam angka tahun 2014 yang diproduksi oleh BPS. 
Variabel yang digunakan dalam penelitiann ini adalah sebagai 
berikut. 
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3.2 Langkah Penelitian 
Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan studi literatul mengenai Bank Indonesia untuk 
mengetahui informasi tentang Bank Indonesia dan 
mendapatkan data mengenai pengembangan jaringan 
distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia di Pulau 
Sulawesi. 
2. Melakukan uji statistika deskriptif pada data pengembangan 
jaringan distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia di 
Pulau Sulawesi. 
3. Melakukan uji kelayakan data dengan KMO dan uji Bartlett 
untuk melakukan pengecekan data pengembangan jaringan 
distribusi uang dan layanan kas Bank Indonesia di Pulau 
Sulawesi. 
4. Melakukan analisis faktor dengan menggunakan PCA. 
5. Membuat skor faktor dari hasil analisis faktor. 






































Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Secara Keseluruhan
Mulai 
Melakukan studi literatur menganai Bank 
Indoesia untuk memeroleh informasi 
Melakukan uji statistika deskriptif  
Melakukan uji kelayakan data dengan 
KMO dan uji Bartlett 
Melakukan analisis faktor dengan 
menggunakan PCA 
Meembuat faktor skor dari hasil analisis 






 BAB IV  
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini akan dibahas mengenai statistika deskriptif dari 
provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dan pengelompokan 
KPwDN Bank Indonesia baru di provinsi-provinsi yang ada di 
Pulau Sulawesi. 
4.1 Statistika Deskriptif 
Berikut akan dibahas mengenai statistika deskriptif pada 
provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Statistika deskriptif 
yang akan dibahas yaitu terkait dengan PRRB 9 sektor pada 
provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, anggaran 
pendapatan belanja daerah (APBD) dan sektor pendidikan. 
4.1.1 Provinsi Gorontalo 
A. PDRB 9 Sektor 
Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada 
Provinsi Gorontalo pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang akan 
disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan 
kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB 
sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, 
PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan 
restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB 
sektor keuangan, real estate dan jasa peruahaan dan PDRB sektor 
jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor 
yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. 
Pada Gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa Kab. Gorontalo 
menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, 
peternakan dan kehutanan sebesar 832,49 miliar rupiah atau 
27,83% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan 
dan penggalian, Kab. Gorontalo juga menyumbang nilai terbesar 
yaitu 34,3 miliar rupiah atau 34.64% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor industri dan pengolahan, Kab. Gorontalo 





28,52% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan 
air bersih, Kota Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 
42,89 miliar rupiah atau 14,28% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor konstruksi, Kota Gorontalo penyumbang terbesar 
dengan nilai 380,73 miliar rupiah atau 42,58% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, 
Kota Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 553,6 miliar 
rupiah atau 38,32% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor 
pengangkutan dan komunikasi, Kota Gorontalo penyumbang 
terbesar dengan nilai 359,16 miliar rupiah atau 42,45% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, real estate dan jasa 
perusahaan, Kab. Gorontalo penyumbang terbesar dengan nilai 
378,06 miliar rupiah atau 30,55% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor jasa-jasa, Kab. Gorontalo penyumbang terbesar 
dengan nilai 1063,17 miliar rupiah atau 40,91% dari total 
keseluruhan. Pada Provinsi Gorontalo penyumbang terbesar dari 



























B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan 
APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Gorontalo dalam satuan 
juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari PAD, 
dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja 

















Gambar 4.2 Grafik jumlah APBD Provinsi Gorontalo 
Pada Gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Kota Gorontalo 
memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 134,38 juta rupiah. 
Pada dana perimbangan Kab. Gorontalo memiliki nilai tertinggi 
yaitu sebesar 593,825 juta rupiah. Pada variabel lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, Kab. Gorontalo memiliki nilai 
tertinggi sebesar 119,758 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak 
langsung, Kab. Gorontalo memiliki nilai tertinggi sebesar 
463,145 juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kota 
Gorontalo memiliki nilai tertinggi sebesar 302,86 juta rupiah. 
Pada Provinsi Gorontalo sektor APBD, Kab Gorontalo dan Kota 
Gorontalo merupakan daerah yang paling menonjol dibandingkan 





C. Sektor Pendidikan 
Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat 
dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila 
AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah 
penduduk didaerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah 
sektor pendidikan dari Provinsi Gorontalo pada tahun 2013. 
Tabel 4.1 Sektor Pendidikan Provinsi Gorontalo 
Kab/Kota AMH Rata-rata lama sekolah 
Kab. Boalemo 95.82 6.6 
Kab. Gorontalo 95.55 6.9 
Kab. Pohuwato 97.09 7.04 
Kab. Bone Bolanggo 98.87 7.86 
Kab. Gorontalo Utara 96.67 6.93 
Kota Gorontalo 99.67 10.28 
Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Kota Gorontalo memiliki 
sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan 
daerah lainnya di Provinsi Gorontalo. Hal itu dapat dilihat dari 
rata-rata lama sekolah pada Kota Gorontalo yakni sebesar 10,28, 
hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang 
tinggi yakni sebesar 99,67%. Kab. Bone Bolanggo memiliki 
sistem pendidikan terbaik kedua setelah Kota Gorontalo dengan 
rata-rata lama sekolah sebesar 7,86, dengan AMH sebesar 
98.87%. 
4.1.2 Provinsi Sulawesi Utara 
A. PDRB 9 Sektor 
Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada 
Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang 
akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan 
kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB 
sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, 
PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan 





sektor keuangan, real estate dan jasa peruahaan dan PDRB sektor 
jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor 






Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kep. Siau Tagulandang Biaro




















Gambar 4.3 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Utara 
Pada Gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Kab. Bolaang 
Mongondow menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor 
pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar 1309,6 miliar rupiah 
atau 14,84% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor 
pertambangan dan penggalian, Kab. Minahasa Utara juga 
menyumbang nilai terbesar yaitu 356,85 miliar rupiah atau 
17,95% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan 
pengolahan, Kota Bitung penyumbang terbesar dengan nilai 
1086,49 miliar rupiah atau 29,17% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor listrik, gas dan air bersih, Kota Manado 
penyumbang terbesar dengan nilai 111,12 miliar rupiah atau 
28,81% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, 
Kota Manado penyumbang terbesar dengan nilai 2598,8 miliar 
rupiah atau 30,86% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor 





terbesar dengan nilai 5101,31 miliar rupiah atau 56,3% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, 
Kota Manado penyumbang terbesar dengan nilai 2959,13 miliar 
rupiah atau 44,74% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor 
keuangan, real estate dan jasa perusahaan, Kota Manado 
penyumbang terbesar dengan nilai 1754,62 miliar rupiah atau 
53,09% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor jasa-jasa, Kota 
Manado penyumbang terbesar dengan nilai 4130,09 miliar rupiah 
atau 42,84% dari total keseluruhan. Pada Provinsi Sulawesi Utara 
penyumbang terbesar dari PDRB 9 sektor adalah Kota Manado. 
B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan 
APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Utara dalam 
satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari 
PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, 
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Gambar 4.4 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Utara 
Pada Gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Kota Manado 





Pada dana perimbangan Kota Manado memiliki nilai tertinggi 
yaitu sebesar 755,824 juta rupiah. Pada variabel lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, Kab. Minahasa memiliki nilai 
tertinggi sebesar 113,144 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak 
langsung, Kota Manado memiliki nilai tertinggi sebesar 577,275 
juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kota Manado 
memiliki nilai tertinggi sebesar 423,366 juta rupiah. Pada 
Provinsi Sulawesi Utara sektor APBD, Kota Manado merupakan 
daerah yang paling menonjol dibandingkan dengan daerah-daerah 
lainnya. 
C. Sektor Pendidikan 
Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat 
dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila 
AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah 
penduduk didaerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah 
sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013. 
Pada Tabel 4.2 didapatkan hasil bahwa Kota Manado 
memiliki sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan 
dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Hal itu dapat 
dilihat dari rata-rata lama sekolah pada Kota Manado yakni 
sebesar 10,92, hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf 
(AMH) yang tinggi yakni sebesar 99,93%. Kota Tomohon 
memiliki sistem pendidikan terbaik kedua setelah Kota Manado 
dengan rata-rata lama sekolah sebesar 10,3, dengan AMH sebesar 
99.88%. 
Tabel 4.2 Sektor pendidikan Provinsi Sulawesi Utara 
Kab/Kota AMH Rata-rata lama sekolah 
Kab. Bolaang Mongondow 98.34 7.48 
Kab. Minahasa 99.9 9.55 
Kep. Sangihe 98.78 7.76 
Kep. Talaud 99.6 8.82 
Kab. Minahasa Selatan 99.87 8.8 





Kab/Kota AMH Rata-rata lama sekolah 
Kab. Bolaang Mongondow Utara 98.68 7.44 
Kep. Siau Tagulandang Biaro 99.82 8.65 
Kab. Minahasa Tenggara 99.56 8.43 
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 99.09 7.32 
Kab. Bolaang Mongondow Timur 99.59 7.5 
Kota Manado 99.93 10.92 
Kota Bitung 99.44 9.47 
Kota Tomohon 99.88 10.3 
Kota Kotamobagu 99.68 9.54 
4.1.3 Provinsi Sulawesi Selatan 
A. PDRB 9 Sektor 
Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada 
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang 
akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan 
kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB 
sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, 
PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan 
restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB 
sektor keuangan, real estate dan jasa peruahaan dan PDRB sektor 
jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor 
yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pada Gambar 4.5 didapatkan hasil bahwa Kabupaten Bone 
menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, 
peternakan dan kehutanan sebesar 5430,07 miliar rupiah atau 
12,01% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan 
dan penggalian, Kab. Luwu Timur juga menyumbang nilai 
terbesar yaitu 9289,76 miliar rupiah atau 87,41% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kota 
Makassar penyumbang terbesar dengan nilai 10063,17 miliar 
rupiah atau 48,95% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor 





dengan nilai 975,15 miliar rupiah atau 53,76% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, Kota Makassar 
penyumbang terbesar dengan nilai 4621,58 miliar rupiah atau 
43,65% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, 
hotel dan restoran, Kota Makassar penyumbang terbesar dengan 
nilai 17273,9 miliar rupiah atau 55,18% dari total keseluruhan. 
Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, Kota Makassar 
penyumbang terbesar dengan nilai 8984,44 miliar rupiah atau 
63,91% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, real 
estate dan jasa perusahaan, Kota Makassar penyumbang terbesar 
dengan nilai 7099,18 miliar rupiah atau 50,87% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor jasa-jasa, Kota Makassar 
penyumbang terbesar dengan nilai 9462 miliar rupiah atau 
29,25% dari total keseluruhan. Pada Provinsi Sulawesi Selatan 







































Gambar 4.5 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Selatan 
B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan 





satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari 
PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, 



































Gambar 4.6 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Selatan 
Pada Gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Kota Makassar 
memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 525,85 juta rupiah. 
Pada dana perimbangan Kota Makssar memiliki nilai tertinggi 
yaitu sebesar 1148,088 juta rupiah. Pada variabel lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, Kota Makassar memiliki nilai 
tertinggi sebesar 270,703 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak 
langsung, Kota Makassar memiliki nilai tertinggi sebesar 937,797 
juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kota Makassar 
memiliki nilai tertinggi sebesar 1134,86 juta rupiah. Pada 
Provinsi Sulawesi Selatan sektor APBD, Kota Makassar 
merupakan daerah yang paling menonjol dibandingkan dengan 
daerah-daerah lainnya. 
C. Sektor Pendidikan 
Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat 





AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah 
penduduk didaerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah 
sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 
2013. 
Tabel 4.3 Sektor Pendidikan  Provinsi Sulawesi Selatan 
Kab/Kota AMH Rata-rata lama sekolah 
Kep. Selayar 91.76 7.26 
Kab. Bulukamba 88.23 7.17 
Kab. Bantaeng 81.4 6.48 
Kab. Jeneponto 78.92 6.27 
Kab. Takalar 84.69 7.02 
Kab. Gowa 83.11 7.37 
Kab. Sinjai 88.44 7.1 
Kab. Marcos 85.52 7.27 
Kab. Pangkajene Kepulauan 90.21 7.22 
Kab. Barru 89.55 7.89 
Kab. Bone 89.04 6.73 
Kab. Soppeng 88.74 7.37 
Kab. Wajo 85.62 6.98 
Kab. Sidrap 90.25 7.77 
Kab. Pinrang 91.99 7.89 
Kab. Enrekang 91.35 8.39 
Kab. Luwu 91.82 7.94 
Kab. Tana Toraja 90.14 8.26 
Kab. Luwu Utara 93.11 7.51 
Kab. Luwu Timur 93.87 8.21 
Kab. Toraja Utara 87.38 7.88 
Kota Makassar 97.83 10.9 
Kota Pare Pare 97.36 9.91 





4.1.4 Provinsi Sulawesi Tengah 
A. PDRB 9 Sektor 
Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada 
Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang 
akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan 
kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB 
sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, 
PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan 
restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB 
sektor keuangan, real estate dan jasa peruahaan dan PDRB sektor 
jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor 
yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. 
Pada Gambar 4.7 didapatkan hasil bahwa Kab. Parigi 
Moutong menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor 
pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar 4932,87 miliar 
rupiah atau 22,80% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor 
pertambangan dan penggalian, Kab. Morowali Utara juga 
menyumbang nilai terbesar yaitu 2161,31 miliar rupiah atau 
43,23% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor industri dan 
pengolahan, Kota Palu penyumbang terbesar dengan nilai 
1063,43 miliar rupiah atau 28,80% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor listrik, gas dan air bersih, Kota Palu penyumbang 
terbesar dengan nilai 254,95 miliar rupiah atau 59,35% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor konstruksi, Kab. Banggai 
penyumbang terbesar dengan nilai 1287,55 miliar rupiah atau 
25,46% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, 
hotel dan restoran, Kab. Parigi Moutong penyumbang terbesar 
dengan nilai 1597,64 miliar rupiah atau 21,43% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, 
Kota Palu penyumbang terbesar dengan nilai 1180,1 miliar rupiah 
atau 29,69% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor keuangan, 
real estate dan jasa perusahaan, Kota Palu penyumbang terbesar 
dengan nilai 1055,48 miliar rupiah atau 40,53% dari total 


































Gambar 4.7 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Tengah 
B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan 
APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Tengah dalam 
satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari 
PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, 
belanja tidak langsung dan belanja langsung. 
Pada Gambar 4.8 didapatkan dilihat bahwa Kota Palu 
memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 117,39 juta rupiah. 
Pada dana perimbangan Kab. Banggai memiliki nilai tertinggi 
yaitu sebesar 811,647 juta rupiah. Pada variabel lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, Kota Palu memiliki nilai tertinggi 
sebesar 152,889 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak langsung, 
Kab. Banggai memiliki nilai tertinggi sebesar 607,139 juta rupiah. 
Pada variabel belanja langsung, Kota Palu memiliki nilai tertinggi 




























Gambar 4.8 Grafik Jumlah APBD Provinsi Sulawesi Tengah 
C. Sektor Pendidikan 
Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat 
dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila 
AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah 
penduduk didaerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah 
sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 
2013. 
Pada Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa Kota Palu memiliki 
sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan 
daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal itu dapat dilihat 
dari rata-rata lama sekolah pada Kota Palu yakni sebesar 11,07, 
hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang 
tinggi yakni sebesar 99,37%. Kab. Poso memiliki sistem 
pendidikan terbaik kedua setelah Kota Palu dengan rata-rata lama 
sekolah sebesar 8,82, dengan AMH sebesar 97.98%. kabupaten 
Morowali Utara memiliki sistem pendidikan terbaik ketiga 
dengan rata-rata lama sekolah sebsar 8,29. Kota Palu memiliki 





Tabel 4.4 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 
Kab/Kota AMH Rata-rata lama sekolah 
Kep. Banggai 95.11 7.96 
Kab. Banggai 96.05 8.05 
Kab. Morowali 97.54 8.28 
Kab. Poso 97.98 8.82 
Kab. Donggala 94.75 7.67 
Kab. Toli-toli 95.76 8.09 
Kab. Buol 98.75 8.38 
Kab. Parigi Moutong 94.85 7.19 
Kab. Tojo Una-Una 97.58 7.94 
Kab. Sigi 96.59 8.09 
Kab. Banggai Laut 97.57 8.08 
Kab. Morowali Utara 95.2 8.29 
Kota Palu 99.37 11.07 
4.1.5 Provinsi Sulawesi Tenggara 
A. PDRB 9 Sektor 
Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada 
Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2013. PDRB 9 sektor 
yang akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan 
kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB 
sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, 
PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan 
restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB 
sektor keuangan, real estate dan jasa peruahaan dan PDRB sektor 
jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor 


































Gambar 4.9 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Tenggara 
Pada Gambar 4.9 diatas dapat dilihat bahwa Kab. Kolaka 
Utara menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, 
peternakan dan kehutanan sebesar 1529,42 miliar rupiah atau 
13,53% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan 
dan penggalian, Kab. Kolaka juga menyumbang nilai terbesar 
yaitu 1912,25 miliar rupiah atau 62,99% dari total keseluruhan. 
Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kab. Kolaka 
penyumbang terbesar dengan nilai 1317,78 miliar rupiah atau 
53,35% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan 
air bersih, Kota Kendari penyumbang terbesar dengan nilai 
235,45 miliar rupiah atau 54,56% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor konstruksi, Kota Bau-Bau penyumbang terbesar 
dengan nilai 643,38 miliar rupiah atau 18,12% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, 
Kota Kendari penyumbang terbesar dengan nilai 1569,08 miliar 
rupiah atau 20,29% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor 
pengangkutan dan komunikasi, Kota Kendari penyumbang 
terbesar dengan nilai 1542,92 miliar rupiah atau 43,41% dari total 





perusahaan, Kota Kendari penyumbang terbesar dengan nilai 
916,69 miliar rupiah atau 38,04% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor jasa-jasa, Kota Kendari penyumbang terbesar 
dengan nilai 636,59 miliar rupiah atau 14,66% dari total 
keseluruhan. 
B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan 
APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 
satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari 
PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, 

























Gambar 4.10 Grafik Jumlah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara 
Pada Gambar 4.10 diatas dapat dilihat bahwa Kota Kendari 
memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 83,355 juta rupiah. 
Pada dana perimbangan Kab. Muna memiliki nilai tertinggi yaitu 
sebesar 763,29 juta rupiah. Pada variabel lain-lain pendapatan 
daerah yang sah, Kab. Kolaka memiliki nilai tertinggi sebesar 
115,429 juta rupiah. Pada variabel belanja tidak langsung, Kota 





variabel belanja langsung, Kab. Buton memiliki nilai tertinggi 
sebesar 407,848 juta rupiah. 
C. Sektor Pendidikan 
Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat 
dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila 
AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah 
penduduk didaerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah 
sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 
2013. 
Tabel 4.5 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Kab/Kota AMH Rata-rata lama sekolah 
Kab. Buton 86.65 7.13 
Kab. Muna 88.73 7.55 
Kab. Konawe 94.73 8.9 
Kab. Kolaka 93.46 8.28 
Kab. Konawe Selatan 94.15 7.69 
Kab. Bombana 91.47 7.57 
Kab. Wakatobi 93.03 8.07 
Kab. Kolaka Utara 94.54 7.82 
Kab. Buton Utara 89.36 8.14 
Kab. Konawe Utara 94.03 8.43 
Kab. Kolaka Timur 92.64 8.98 
Kep. Konawe 90.99 6.86 
Kota Kendari 98.69 11.41 
Kota Bau-Bau 95.71 9.97 
Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Kota Kendari memiliki 
sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan 
daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal itu dapat 
dilihat dari rata-rata lama sekolah pada Kota Kendari yakni 
sebesar 11,41, hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf 





memiliki sistem pendidikan terbaik kedua setelah Kota Kendari 
dengan rata-rata lama sekolah sebesar 9,97, dengan AMH sebesar 
95.71%. 
4.1.6 Provinsi Sulawesi Barat 
A. PDRB 9 Sektor 
Berikut akan disajikan besar PDRB dalam miliar rupiah pada 
Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013. PDRB 9 sektor yang 
akan disajikan yaitu PDRB sektor pertanian, peternakan dan 
kehutanan, PDRB sektor pertambangan dan penggalian, PDRB 
sektor industri pengolahan, PDRB sektor listrik, air dan gas, 
PDRB sektor konstruksi, PDRB sektor perdagangan, hotel dan 
restoran, PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, PDRB 
sektor keuangan, real estate dan jasa peruahaan dan PDRB sektor 
jasa-jasa. Dari 9 sektor PDRB tersebut akan dilihat PDRB sektor 
yang dominan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. 
Pada Gambar 4.11 didapatkan hasil bahwa Kab. Polewali 
Mandar menyumbang nilai terbesar pada PDRB sektor pertanian, 
peternakan dan kehutanan sebesar 2488,59 miliar rupiah atau 
32,48% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor pertambangan 
dan penggalian, Kab. Mamuju juga menyumbang nilai terbesar 
yaitu 64,02 miliar rupiah atau 44,55% dari total keseluruhan. 
Pada PDRB sektor industri dan pengolahan, Kab. Mamuju Utara 
penyumbang terbesar dengan nilai 913,21 miliar rupiah atau 
71,81% dari total keseluruhan. Pada PDRB sektor listrik, gas dan 
air bersih, Kab. Polewali Mandar penyumbang terbesar dengan 
nilai 37,18 miliar rupiah atau 38,81% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor konstruksi, Kab. Mamuju penyumbang terbesar 
dengan nilai 169,46 miliar rupiah atau 24,6% dari total 
keseluruhan. Pada PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, 
Kab. Polewali Mandar penyumbang terbesar dengan nilai 1143,95 
miliar rupiah atau 53,8% dari total keseluruhan. Pada PDRB 
sektor pengangkutan dan komunikasi, Kab. Mamuju penyumbang 
terbesar dengan nilai 106,78 miliar rupiah atau 29,93% dari total 





perusahaan, Kab. Mamuju penyumbang terbesar dengan nilai 
273,96 miliar rupiah atau 29,3% dari total keseluruhan. Pada 
PDRB sektor jasa-jasa, Kab. Mamuju penyumbang terbesar 






















Gambar 4.11 Grafik PDRB 9 Sektor Provinsi Sulawesi Barat 
B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Besar APBD yang disajikan pada grafik dibawah merupakan 
APBD pada tahun 2013 pada Provinsi Sulawesi Barat dalam 
satuan juta rupiah. APBD yang akan disajikan yaitu terdiri dari 
PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, 
belanja tidak langsung dan belanja langsung. 
Pada Gambar 4.12 didapatkan hasil bahwa Kab. Polewali 
Mandar memiliki nilai tertinggi pada PAD sebesar 30,539 juta 
rupiah. Pada dana perimbangan Kab. Mamuju memiliki nilai 
tertinggi yaitu sebesar 734,134 juta rupiah. Pada variabel lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, Kab. Polewali Mandar memiliki 
nilai tertinggi sebesar 100,149 juta rupiah. Pada variabel belanja 





sebesar 510,106 juta rupiah. Pada variabel belanja langsung, Kab. 

















Gambar 4.12 Grafik jumlah APBD Provinsi Sulawesi Barat 
C. Sektor Pendidikan 
Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah dapat 
dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf (AMH). Apabila 
AMH pada suatu daerah tinggi maka rata-rata lama sekolah 
penduduk didaerah tersebut juga akan tinggi. Berikut adalah 
sektor pendidikan dari Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013. 
Pada Tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa Kab. Majene memiliki 
sistem pendidikan yang sangat baik jika dibandingkan dengan 
daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu dapat dilihat 
dari rata-rata lama sekolah pada Kab. Majene yakni sebesar 8,51, 
hal itu juga didukung dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang 
tinggi yakni sebesar 96,53%. Kabupaten Mamuju memiliki sitem 
pendidikan terbaik kedua dengan rata-rata lama sekolah sebesar 
7,58. Kab. Mamuju Utara memiliki sistem pendidikan terbaik 
ketiga setelah Kab. Majene dan Kab. Mamuju dengan rata-rata 





Tabel 4.6 Sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
Kab/Kota AMH Rata-rata lama sekolah 
Kab. Majene 96.53 8.51 
Kab. Polewali Mandar 87.64 7.08 
Kab. Mamasa 89.43 7.19 
Kab. Mamuju 91.2 7.58 
Kab. Mamuju Utara 95.65 7.37 
Kab. Mamuju Tengah 91.14 6.66 
4.2 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru 
di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Indikator 
Pembangunan KPwDN Bank Indonesia 
Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank 
Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-
faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan 
digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster. 
Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang 
mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan 
beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan 
informasi dari variabel awal. 
KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 
digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum 
dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 
0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor. 
Bartlett’s Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan 
adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika Sig. berada 
dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. 
Pada kasus ini KMO dan Bartlett’s Test tidak muncul karena 
jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi. 
Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat 
dilihat secara visual melalui Scree Plot. Pada Gambar 4.13 Dapat 
dilihat bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang terbentuk 
dari 24 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank Indonesia 





lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 60% dari 
proporsi variansi serta bentuknya yang landai dari faktor 1 dan 2. 
 
Gambar 4.13 Scree Plot Provinsi Gorontalo 
Dapat dilihat bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang 
terbentuk dari 24 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank 
Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki 
eigen-value lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 
60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan varians dari 
semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil 
yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan 
melihat eigenvalue serta varians kumulatif pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Total Variance Explained Provinsi Gorontalo 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 12.987 54.111 54.111 
2 6.511 27.128 81.238 
3 1.852 7.715 88.953 
     
23 -4.714E-16 -1.964E-15 100 





Berdasarkan pada Tabel 4.7 didapatkan eigenvalue komponen 
pertama sebesar 12,987 dengan proporsi keragaman yang 
dijelaskan sebesar 54,111%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 6,511 dengan proporsi keragaman sebesar 
27,128%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 1,852 
dengan proporsi keragaman sebesar 7,715%. 
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen 
yang digunakan adalah komponen 1, dan 2. Hal ini dikarenakan 
proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua eigenvalue tersebut 
adalah mencapai 81,238%. 
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Pada tabel 4.8 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang 
menjadi indikator pembangungan KPwDN Bank Indonesia baru 
di Provinsi Gorontalo. Dari tabel 4.8 diatas didapatkan hasil 
bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel rata-
rata lama sekolah dengan nilai 0,973. Pada faktor 2 diberikan oleh 
variabel dana perimbangan dengan nilai 0,970. Berikut akan 
disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi 
Gorontalo. 
 
Gambar 4.14 Faktor Skor pada Provinsi Gorontalo 
Dari Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa Kota Gorontalo 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di 
kuadran kuadran satu, itu dikarenakan terdapat KPwDN di Kota 
Gorontalo yang mengindikasikan perekonomian di Kota 
Gorontalo sangat tinggi. Untuk itu akan dibuat analisis 
pengelompokan tanpa memasukkan Kota Gorontalo sebagai 
anggota yang bertujuan untuk mengetahui kab/kota mana yang 
sebaiknya dibangun KPwDN baru. Berikut adalah hasil analisis 




























Dari hasil analisis faktor terdapat dua komponen atau faktor 
yang terbentuk dari 24 variabel indikator pembangunan KPwDN 
Bank Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut 
memiliki eigen-value lebih dari satu dan mampu menjelaskan 
lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan 
varians dari semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut 
adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuuan banyaknya 
faktor dengan melihat eigenvalue serta varians kumulatif pada 
Tabel 4.9. 
Tabel 4.9 Total Variance Explained Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 13.941 58.088 58.088 
2 4.923 20.514 78.601 
3 3.194 13.308 91.909 
     
23 -5.268E-16 -2.195E-15 100 
24 -6.943E-16 -2.893E-15 100 
Berdasarkan pada Tabel 4.9 didapatkan eigenvalue komponen 
pertama sebesar 13,941 dengan proporsi keragaman yang 
dijelaskan sebesar 58,088%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 4,923 dengan proporsi keragaman sebesar 
20,514%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 3,194 
dengan proporsi keragaman sebesar 13,308. 
Jika dilihat dari scree plot dan proporsi variansi 
kumulatifnya, komponen yang digunakan adalah komponen 1 dan 
komponen 2. Hal ini dikarenakan proporsi variansi yang 
dijelaskan dari kedua eigenvalue tersebut adalah mencapai 
78,601%. Berikut akan disajikan loading factor dari analisis 
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Pada tabel 4.10 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor 
yang menjadi indikator pembangungan KPwDN Bank Indonesia 
baru di Provinsi Gorontalo tanpa memasukkan daerah yang 
memiliki KPwDN. Pada tabel 4.10 didapatkan hasil bahwa nilai 
tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PDRB sektor jasa-
jasa dengan nilai 0,998. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel 
IPM dengan nilai 0,951. Berikut akan disajikan faktor skor dari 






Gambar 4.15  Faktor Skor Provinsi pada Provinsi Gorontalo tanpa KPwDN 
Dari Gambar 4.15 dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor itu dikarenakan 
perekonomian di Kabupaten Gorontalo menduduki posisi 
tertinggi kedua setelah Kota Gorontalo. Namun pada Kabupaten 
Gorontalo tidak perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena 
letaknya sudah dekat dengan Kota Gorontalo seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.16. Dari Gambar 4.16 dapat dilihat 
bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara 
letaaknya sangat dekat dengan Kota Gorontalo untuk itu 
rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Kabupaten Pohuwato 
perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena perekonomian di 
Kabupaten Pohuwato termasuk yang tertinggi jika dibandingkan 
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Gambar 4.16 Peta Provinsi Gorontalo 
4.3 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di 
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator 
Pembangunan KPwDN Bank Indonesia 
Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank 
Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-
faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan 
digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster. 
Tabel 4.11 KMO dan Bartlett’s Test 
KMO Measure of Sampling Adequacy 0.414 
Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Sq 1128,136 
df 231 
Sig. 0.000 
KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 
digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum 
dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 





4.11 didapatkan KMO sebesar 0,414 namun diasumsikan data 
dapat dilanjutkan ke analisis faktor. 
Bartlett’s Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan 
adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika Sig. berada 
dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor.. 
Dari tabel 4.20 diatas didapatkan nilai Sig. 0,000 sehingga dapat 
dilanjutkan ke analisis faktor.   
Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat 
dilihat secara visual melalui Scree Plot. Terdapat dua komponen 
atau faktor yang terbentuk dari 22 variabel indikator 
pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan 
kedua faktor tersebut memiliki eigen-value lebih dari satu dan 
mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. 
Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam penentuan 
banyaknya faktor dengan melihat eigenvalue serta varians 
kumulatif pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12 Total Variance Explained Provinsi Sulawesi  Selatan 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 12.244 55.656 55.656 
2 3.376 15.346 71.002 
3 1.691 7.678 78.690 
     
21 5.977E-5 0.000 100 
22 4.420E-6 2.009E-5 100 
Berdasarkan pada Tabel 4.12 didapatkan eigenvalue 
komponen pertama sebesar 12,244 dengan proporsi keragaman 
yang dijelaskan sebesar 55,656%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 3.376 dengan proporsi keragaman sebesar 
15,346%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 1,691 
dengan proporsi keragaman sebesar 7,678%. 
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen 





dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua 
eigenvalue tersebut adalah mencapai 71.002%. 
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Pada tabel 4.13 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor 
yang menjadi indikator pembangungan KPwDN Bank Indonesia 
baru di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tabel 4.13 diatas 
didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan 
oleh variabel PDRB sektor konstruksi dengan nilai 0,948. Pada 
faktor 2 diberikan oleh variabel rata-rata lama sekolah dengan 
nilai 0,826. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis 






Gambar 4.17 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Selatan 
Dari gambar 4.17 dapat dilihat bahwa Kota Makassar 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di 
kuadran satu, itu dikarenakan perekonomian di Kota Makassar 
menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan 
kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan 
hasil faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kota Makassar perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia karena 
perekonomian di Kota Makassar sangat tinggi dan belum ada 
KPwDN Bank Indonesia di Provinsi Selatan. Berikut adalah peta 
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Gambar 4.18 Peta Provinsi Sulawesi Selatan 
4.4  Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia 
Baru di Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan 
Indikator Pembangunan KPwDN Bank Indonesia 
Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank 
Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-
faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan 
digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster. 
Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang 





beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan 
informasi dari variabel awal. 
KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 
digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum 
dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 
0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor. 
Bartlett’s Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan 
adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika Sig. berada 
dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. 
Pada kasus ini KMO dan Bartlett’s Test tidak muncul karena 
jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi. 
Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat 
dilihat secara visual melalui Scree Plot. Dari hasil analisis faktor 
didapatkan bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang 
terbentuk dari 22 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank 
Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki 
eigen-value lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 
60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan varians dari 
semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil 
yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan 
melihat eigenvalue serta varians kumulatif pada Tabel 4.14. 
Tabel 4.14 Total Variance Explained Provinsi Sulawesi Utara 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 11.477 52.169 52.169 
2 3.843 17.468 69.637 
3 1.911 8.686 78.324 
     
21 -3.072-16 -1.396E-15 100 
22 -4.361-16 -1.982E-15 100 
Berdasarkan pada Tabel 4.14 didapatkan eigenvalue 
komponen pertama sebesar 11,477 dengan proporsi keragaman 





proporsi sebesar 3,843 dengan proporsi keragaman sebesar 
17,468%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 1,911 
dengan proporsi keragaman sebesar 8,686%. 
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen 
yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini 
dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua 
eigenvalue tersebut adalah mencapai 69,637%. 
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Pada tabel 4.15 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor 
yang menjadi indikator pembangungan KPwDN Bank Indonesia 
baru di Provinsi Sulawesi Utara. Dari tabel 4.15 diatas didapatkan 
hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel 





diberikan oleh variabel PDRB sektor pertanian dengan nilai 
0,903. Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor 
pada Provinsi Sulawesi Utara. 
 
Gambar 4.19 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Utara 
Dari gambar 4.19 dapat dilihat bahwa Kota Manado 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di 
kuadran dua itu dikarenakan terdapat KPwDN di Kota Manado 
yang mengindikasikan perekonomian di Kota Manado sangat 
tinggi. Untuk itu akan dibuat analisis pengelompokan tanpa 
memasukkan Kota Manado sebagai anggota yang bertujuan untuk 
mengetahui kab/kota mana yang sebaiknya dibangun KPwDN 
baru.  
Dari hasil analisis faktor didapatkan dua komponen atau 
faktor yang terbentuk dari 22 variabel indikator pembangunan 
KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan keempat faktor 
tersebut memiliki eigen-value lebih dari satu dan mampu 
menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai eigen 
menunjukkan varians dari semua variabel yang dihitung oleh 
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banyaknya faktor dengan melihat eigenvalue serta varians 
kumulatif pada Tabel 4.16. 
Tabel 4.16 Total Variance Explained Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 9.888 44.944 44.944 
2 3.442 15.646 60.590 
3 2.600 11.820 72.409 
4 1.759 7.994 80.403 
     
21 -3.315E-16 -1.507E-15 100 
22 -6.345E-16 -2.884E-15 100 
Berdasarkan pada Tabel 4.16 didapatkan eigenvalue 
komponen pertama sebesar 9.888 dengan proporsi keragaman 
yang dijelaskan sebesar 44.944%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 3,442 dengan proporsi keragaman sebesar 
15.646%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,600 
dengan proporsi keragaman sebesar 11,820%. Komponen 
keempat memberikan proporsi sebesar 1,759 dengan proporsi 
keragaman sebesar 7,994%. 
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen 
yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini 
dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari keempat 
eigenvalue tersebut adalah mencapai 60,590%. Pada Tabel 4.16 
diatas didapatkan kelompok faktor-faktor yang menjadi indikator 
pembangungan KPwDN Bank Indonesia baru di Provinsi 
Sulawesi Utara tanpa memasukkan daerah yang memiliki 
KPwDN. Pada tabel 4.17 didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi 
pada faktor 1 diberikan oleh variabel lain-lain pendapatan daerah 
yang sah dengan nilai 0,916. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel 
PDRB sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai 0,838. 
Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada 
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Dari Gambar 4.20 dapat dilihat bahwa Kabupaten Minahasa 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di 
kuadran satu, itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten 
Minahasa menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan 
kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil 
faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kabupaten Minahasa perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia 
karena perekonomian di Kabupaten Minahasa sangat tinggi. Pada 






Gambar 4.20 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Utara tanpa KPwDN 
Berikut adalah peta dari Provinsi Sulawesi Utara yang 
menunjukkan lokasi dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi 
Sulawesi Utara. 
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4.4 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru di 
Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Indikator 
Pembangunan KPwDN Bank Indonesia 
Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank 
Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-
faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan 
digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster. 
Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang 
mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan 
beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan 
informasi dari variabel awal. 
KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 
digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum 
dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 
0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor. 
Bartlett’s Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan 
adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika Sig. berada 
dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. 
Pada kasus ini KMO dan Bartlett’s Test tidak muncul karena 
jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi. 
Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat 
dilihat secara visual melalui Scree Plot. Dari hasil analisis faktor 
didapatkan hasil bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang 
terbentuk dari 23 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank 
Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki 
eigen-value lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 
60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan varians dari 
semua variabel yang dihitung oleh faktor. 
Berdasarkan pada Tabel 4.18 didapatkan eigenvalue 
komponen pertama sebesar 13,211 dengan proporsi keragaman 
yang dijelaskan sebesar 57.438%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 3.808 dengan proporsi keragaman sebesar 
16,556%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,835 






Tabel 4.18 Total Variance Explained  Provinsi Sulawesi Tengah 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 13.211 57.438 57.438 
2 3.808 16.556 73.994 
3 2.835 12.326 86.320 
     
22 -3.794E-16 -1.650E-15 100 
23 -7.128E-16 -3.099E-15 100 
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen 
yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini 
dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua 
eigenvalue tersebut adalah mencapai 73,994%. 




PDRB_Listrik .983   
Jmlh_ATM .981   
PAD .981   
PDRB_Keuangan .967   
Jmlh_Penduduk .963   
PDRB_Jasa .951   
IPM .947   
Rata2_Lama_Sklh .881   
AHH .879   
PDRB_Pengangkutan .856   
PDRB_Industri .853   
Lain2_Pendapatan .849   
PDRB_Konstruksi .753   
Blj_Lgsg .714   
Pengeluaran_Pr.Kapita .586   
PDRB_Perdagangan .534   
AMH     
Dana_Perimbangan   .894 





Variabel Faktor 1 Faktor 2 
Pnjg_Jalan   .676 
Blj_Tdk_Lgsg .656 .671 
PDRB_Pertanian   .616 
PDRB_Pertambangan     
Pada tabel 4.19 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor 
yang menjadi indikator pembangungan KPwDN Bank Indonesia 
baru di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari tabel 4.19 diatas 
didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan 
oleh variabel PDRB sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai 
0,983. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel PDRB sektor 
pertanian dengan nilai 0,894. Berikut akan disajikan faktor skor 
dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi Tengah. 
 
Gambar 4. 22 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tengah 
Dari gambar 4.22 dapat dilihat bahwa Kota Palu menduduki 
posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di kuadran dua, 
itu dikarenakan terdapat KPwDN di Kota Palu yang 
mengindikasikan perekonomian di Kota Palu sangat tinggi. Untuk 
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Kab. Sigi          
Kab. Tojo Una-Una  
Kab. Parigi Moutong
Kab. Buol          
Kab. Toli-toli     
Kab. Donggala      
Kab. Poso          
Kab. Morowali      
Kab. Banggai       





Palu sebagai anggota yang bertujuan untuk mengetahui kab/kota 
mana yang sebaiknya dibangun KPwDN baru. 
Dari hasil analisis faktor didapatkan hasil bahwa terdapat dua 
komponen atau faktor yang terbentuk dari 23 variabel indikator 
pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan 
keempat faktor tersebut memiliki eigen-value lebih dari satu dan 
mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai 
eigen menunjukkan varians dari semua variabel yang dihitung 
oleh faktor. Berikut adalah hasil yang lebih terperinci dalam 
penentuan banyaknya faktor dengan melihat eigenvalue serta 
varians kumulatif pada Tabel 4.20. 
Tabel 4.20 Total Variance Explained Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 10.127 44.030 44.030 
2 5.510 23.956 67.986 
3 2.764 12.018 80.004 
4 1.513 6.578 91.775 
     
22 -5.474E-16 -2.380E-15 100 
23 -6.256E-16 -2.720E-15 100 
Berdasarkan pada Tabel 4.20 didapatkan eigenvalue 
komponen pertama sebesar 10,127 dengan proporsi keragaman 
yang dijelaskan sebesar 44,030%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 5,510 dengan proporsi keragaman sebesar 
23.956%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,764 
dengan proporsi keragaman sebesar 12,018%. Komponen 
keempat memberikan proporsi sebesar 1,513 dengan proporsi 
keragaman sebesar 6,578%. 
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen 





dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua 
eigenvalue tersebut adalah mencapai 67,986%. 




PAD .955   
IPM .901   
Pert_Ekonomi .890   
Blj_Tdk_Lgsg .865   
PDRB_Keuangan .857   
Dana_Perimbangan .823   
Pnjg_Jalan .809   
AHH .783   
PDRB_Listrik .763   
PDRB_Konstruksi .679 .624 
Jmlh_ATM .620   
Lain2_Pendapatan .617   
Pengeluaran_Pr.Kapita .558   
Blj_Lgsg .511   
PDRB_Pertambangan     
PDRB_Perdagangan   .934 
PDRB_Pertanian   .933 
PDRB_Pengangkutan   .923 
Jmlh_Penduduk   .851 
PDRB_Industri   .847 
Rata2_Lama_Sklh   -.786 
AMH   -.742 
PDRB_Jasa   .722 
Pada tabel 4.21 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor 
yang menjadi indikator pembangungan KPwDN Bank Indonesia 
baru di Provinsi Sulawesi Tengah tanpa memasukkan daerah 
yang memiliki KPwDN. Pada tabel 4.21 didapatkan hasil bahwa 
nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PAD dengan 
nilai 0,955. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel PDRB sektor 
perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai 0,934. Berikut akan 
disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi 






Gambar 4. 23 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tengah tanpa KPwDN 
Dari gambar 4.23 dapat dilihat bahwa Kabupaten Banggai 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di 
kuadran satu, itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten 
Banggai menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan 
kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan 
hasil faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kabupaten Banggai perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia 
karena perekonomian di Kabupaten Banggai sangat tinggi yang 
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Gambar 4.24 Peta Provinsi Sulawesi Tengah 
4.5 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru 
di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Indikator 
Pembangunan Ekonomi 
Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank 
Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-
faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan 
digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster. 
Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang 
mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan 
beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan 
informasi dari variabel awal. 
KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 
digunakan untuk melakukan pengecekan data sebelum 
dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 
0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor. 
Bartlett’s Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan 
adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika Sig. berada 





Pada kasus ini KMO dan Bartlett’s Test tidak muncul karena 
jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi. 
Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat 
dilihat secara visual melalui Scree Plot. Dari hasil analisis faktor 
didapatkan hasil bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang 
terbentuk dari 23 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank 
Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki 
eigen-value lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 
60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan varians dari 
semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil 
yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan 
melihat eigenvalue serta varians kumulatif pada Tabel 4.22. 
Tabel 4.22 Total Variance Explained Provinsi Sulawesi Tenggara 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 9.422 42.829 42.829 
2 5.482 24.917 67.746 
3 2.488 11.309 79.055 
     
21 -3.752E-16 -1.705E-15 100 
22 -3.912E-16 -1.778E-15 100 
Berdasarkan pada Tabel 4.22 didapatkan eigenvalue 
komponen pertama sebesar 9,422 dengan proporsi keragaman 
yang dijelaskan sebesar 42.829%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 5,482 dengan proporsi keragaman sebesar 
24,917%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,488 
dengan proporsi keragaman sebesar 11,309%. 
Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen 
yang digunakan adalah komponen 1 dan komponen 2. Hal ini 
dikarenakan proporsi variansi yang dijelaskan dari kedua 
eigenvalue tersebut adalah mencapai 67,746%. 
Pada Tabel 4.23 didapatkan kelompok faktor-faktor yang 





di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari tabel 4.23 diatas didapatkan 
hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel 
IPM dengan nilai 0,960. Pada faktor 2 diberikan oleh variabel 
dana perimbangan dengan nilai 0,918. Berikut akan disajikan 
faktor skor dari hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 




IPM .960   
Jmlh_Penduduk .949   
Rata2_Lama_Sklh .926   
PDRB_Listrik .922   
PDRB_Keuangan .916   
PDRB_Konstruksi .855   
PDRB_Pengangkutan .788   
PDRB_Perdagangan .785 .545 
AMH .716   
PAD .644   
Pengeluaran_Pr.Kapita .622   
PDRB_Jasa .622 .575 
AHH     
Dana_Perimbangan   .918 
Pnjg_Jalan   .814 
Blj_Tdk_Lgsg   .792 
PDRB_Pertanian   .720 
Lain2_Pendapatan   .693 
PDRB_Pertambangan   .624 
PDRB_Industri   .573 
Blj_Lgsg   .511 
Pert_Ekonomi     
Dari Gambar 4.25 dapat dilihat bahwa Kota Kendari 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di 
kuadran dua, itu dikarenakan terdapat KPwDN di Kota Kendari 
yang mengindikasikan perekonomian di Kota Kendari sangat 
tinggi. Untuk itu akan dibuat analisis pengelompokan tanpa 





mengetahui kab/kota mana yang sebaiknya dibangun KPwDN 
baru. Berikut adalah hasil analisis faktor pada Provinsi Sulawesi 
Tenggara tanpa memasukkan Kota Kendari. 
 
Gambar 4. 25 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tenggara 
Dari hasil analisis faktor didapatkan hasil bahwa terdapat dua 
komponen atau faktor yang terbentuk dari 22 variabel indikator 
pembangunan KPwDN Bank Indonesia baru, ini dikarenakan 
keempat faktor tersebut memiliki eigen-value lebih dari satu dan 
mampu menjelaskan lebih dari 60% dari proporsi variansi. Nilai 
eigen menunjukkan varians dari semua variabel yang dihitung 
oleh faktor.  
Berdasarkan pada Tabel 4.24 didapatkan eigenvalue 
komponen pertama sebesar 8,247 dengan proporsi keragaman 
yang dijelaskan sebesar 37,484%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 5,977 dengan proporsi keragaman sebesar 
27.167%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 2,572 
dengan proporsi keragaman sebesar 11,692. Komponen keempat 
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Total % of Variance Cumulative % 
1 8.247 37.484 37.484 
2 5.977 27.167 64.651 
3 2.572 11.692 76.343 
4 1.667 7.578 83.921 
     
21 -4.161E-16 -1.891E-15 100 
22 -5.512E-16 -2.505E-15 100 
Pada tabel 4.24 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor 
yang menjadi indikator pembangungan KPwDN Bank Indonesia 
baru di Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa memasukkan daerah 
yang memiliki KPwDN. Pada tabel 4.25 didapatkan hasil bahwa 
nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel PDRB sektor 
keuangan, real estate dan jasa dengan nilai 0,963. Pada faktor 2 
diberikan oleh variabel rata-rata lama sekolah dengan nilai 0,940. 
Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada 
Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa KPwDN. 




PDRB_Keuangan .963   
PDRB_Perdagangan .927   
Blj_Tdk_Lgsg .874   
Lain2_Pendapatan .865   
PDRB_Listrik .849 .501 
PDRB_Jasa .830   
Dana_Perimbangan .817   
PDRB_Industri .732   
PDRB_Pertambangan .718   
Pengeluaran_Pr.Kapita .707   
Pert_Ekonomi -.559   





Variabel Faktor 1 Faktor 2 
Rata2_Lama_Sklh   .940 
IPM   .912 
Jmlh_Penduduk   .843 
PDRB_Konstruksi   .808 
Blj_Lgsg   -.750 
AHH   .739 
PDRB_Pertanian   -.727 
Pnjg_Jalan .549 -.658 
AMH   .556 
PAD     
Dari hasil analisis faktor selanjutnya akan dibuat faktor skor 
dengan jumlah faktor sebanyak 2 faktor. 
 
Gambar 4. 26 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa KPwDN 
Dari Gambar 4.26 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kolaka 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di 
kuadran dua, itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten Kolaka 
menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan 
kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan 
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Kabupaten Kolaka perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia 
karena perekonomian di Kabupaten Banggai sangat tinggi. 
Berikut adalah peta dari Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 
Gambar 4.27 Peta Provinsi Sulawesi Tenggara 
4.6 Analisis Pengelompokan KPwDN Bank Indonesia Baru 
di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Indikator 
Pembangunan KPwDN Bank Indonesia 
Sebelum melakukan pengelompokan KPwDN Bank 
Indonesia baru perlu dilakukan reduksi variabel kedalam faktor-
faktor baru yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan 
digunakan sebagai tahap awal untuk analisis klaster. 
Analisis faktor digunakan untuk mereduksi dimensi data yang 
mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data dengan 
beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit tanpa kehilangan 
informasi dari variabel awal. 
KMO/Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 





dilanjutkan pada analisis faktor. Apabila KMO nilainya diatas 
0,50 maka data dapat dilanjutkan ke analisis faktor. 
Bartlett’s Test of Sphericity dilakukan untuk menunjukkan 
adanya korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika Sig. berada 
dibawah 0,05 maka dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. 
Pada kasus ini KMO dan Bartlett’s Test tidak muncul karena 
jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah observasi. 
Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat 
dilihat secara visual melalui Scree Plot. Dari hasil analisis faktor 
didapatkan hasil bahwa terdapat dua komponen atau faktor yang 
terbentuk dari 22 variabel indikator pembangunan KPwDN Bank 
Indonesia baru, ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki 
eigen-value lebih dari satu dan mampu menjelaskan lebih dari 
60% dari proporsi variansi. Nilai eigen menunjukkan varians dari 
semua variabel yang dihitung oleh faktor. Berikut adalah hasil 
yang lebih terperinci dalam penentuan banyaknya faktor dengan 
melihat eigenvalue serta varians kumulatif pada Tabel 4.26. 
Tabel 4.26 Total Variance Explained Provinsi Sulawesi Barat 
Component 
Initial Eigenvalues 
Total % of Variance Cumulative % 
1 12.480 54.261 54.261 
2 4.984 21.669 75.930 
3 3.164 13.756 89.686 
     
23 -4.952E-16 -2.153-15 100 
23 -5.655E-16 -2.459-15 100 
Berdasarkan pada Tabel 4.26 didapatkan eigenvalue 
komponen pertama sebesar 12,480 dengan proporsi keragaman 
yang dijelaskan sebesar 54.261%. Komponen kedua memberikan 
proporsi sebesar 4,984 dengan proporsi keragaman sebesar 
21,669%. Komponen ketiga memberikan proporsi sebesar 3,164 





Jika dilihat dari proporsi variansi kumulatifnya, komponen 
yang digunakan adalah komponen 1 dan 2. Hal ini dikarenakan 
proporsi variansi yang dijelaskan dari ketiga eigenvalue tersebut 
adalah mencapai 75,930%. 




Blj_Lgsg .981   
PDRB_Konstruksi .971   
Jmlh_ATM .919   
PDRB_Jasa .915   
PDRB_Pertambangan .910   
Pert_Ekonomi .832   
PDRB_Pengangkutan .814   
PAD .783 .511 
Dana_Perimbangan .752 .559 
PDRB_Keuangan .672 .648 
Pengeluaran_Pr.Kapita -.598 .582 
Rata2_Lama_Sklh     
Lain2_Pendapatan   .947 
PDRB_Perdagangan   .935 
Blj_Tdk_Lgsg   .900 
PDRB_Listrik   .893 
Jmlh_Penduduk   .881 
PDRB_Pertanian   .832 
Jmlh_Industri   .809 
AHH   -.597 
IPM   -.583 
AMH   -.563 
PDRB_Industri   -.557 
Pada Tabel 4.27 diatas didapatkan kelompok faktor-faktor 
yang menjadi indikator pembangungan KPwDN Bank Indonesia 
baru di Provinsi Sulawesi Barat. Dari tabel 4.27 diatas didapatkan 
hasil bahwa nilai tertinggi pada faktor 1 diberikan oleh variabel 
belanja langsung dengan nilai 0,981. Pada faktor 2 diberikan oleh 





Berikut akan disajikan faktor skor dari hasil analisis faktor pada 
Provinsi Sulawesi Barat. 
 
Gambar 4.28 Faktor Skor pada Provinsi Sulawesi Barat 
Dari Gambar 4.28 dapat dilihat bahwa Kabupaten Mamuju 
menduduki posisi tertinggi pada hasil skor faktor dan masuk di 
kuadran satu, itu dikarenakan perekonomian di Kabupaten 
Mamuju menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan 
kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil 
faktor skor diatas rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kabupaten Mamuju perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia 
karena perekonomian di Kabupaten Mamuju sangat tinggi dan 
belum ada KPwDN Bank Indonesia di Provinsi Barat. Berikut 
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 BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis statistika deskripstif didapatkan hasil pada 
Provinsi Gorontalo, penyumbang terbesar PDRB 9 sektor dan 
APBD adalah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Pada 
Provinsi Sulawesi Selatan penyumbang terbesar PDRB 9 sektor 
dan APBD adalah Kota Makassar. Pada Provinsi Sulawesi Utara 
penyumbang terbesar PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kota 
Manado. Pada Provinsi Sulawesi Tengah penyumbaang terbesar 
PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kota Palu. Pada Provinsi 
Sulawesi Tenggara penyumbang PDRB 9 sektor dan APBD 
adalah Kota Kendari. Pada Provinsi Sulawesi Barat penyumbang 
terbesar PDRB 9 sektor dan APBD adalah Kabupaten Mamuju. 
Berdasarkan hasil analisis pengelompokan pada Pulau 
Sulawesi dengan 25 varibael yang digunakan untuk menentukan 
lokasi yang perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia baru, 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
a. Pada provinsi Gorontalo, setelah dianalisis menggunakan 
analisis faktor didapatkan hasil faktor skor yang 
menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Pohuwato 
tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kabupaten Pohuwato perlu dibangun KPwDN Bank 
Indonesia. 
b. Pada provinsi Sulawesi Selatan, setelah dianalisis 
menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor skor 
yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Makassar 
sangat tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi rekomendasi yang dapat 






c. Pada provinsi Sulawesi Utara, setelah dianalisis 
menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor yang 
menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Minahasa 
tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kabupaten Minahasa perlu dibangun KPwDN Bank 
Indonesia. 
d. Pada Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dianalisis 
menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor yang 
menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Banggai 
tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kabupaten Banggai perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. 
e. Pada provinsi Sulawesi Tenggara, setelah dianalisis 
menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor yang 
menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Kolaka 
tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kabupaten Kolaka perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. 
f. Pada provinsi Sulawesi Barat, setelah dianalisis 
menggunakan analisis faktor didapatkan hasil faktor yang 
menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Mamuju 
tergolong tinggi. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu 
Kabupaten Mamuju perlu dibangun KPwDN Bank Indonesia. 
5.2 Saran 
Saran untuk penelitian yang selanjutnya sebaiknya data yang 
akan digunakan sudah lengkap karena dalam penelitian ini masih 
ada yang belum lengkap dikarenakan sumber tidak menyediakan 
semua data yang diperlukan dalam penelitian. Apabila seluruh 
data yang berkaitan dengan pembangun KPwDN Bank Indonesia 
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Lampiran 1. Analisis Faktor Provinsi Gorontalo 
1.1  Total Variance Explained 
 









1.3  Rotated Component Matrix 
 









1.4 Matriks Korelasi (lanjutan) 
 











1.6  Scree Plot tanpa memasukkan KPwDN 
 








1.8  Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN 
 
1.8  Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN (lanjutan) 
 
Lampiran 2. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Selatan 








2.2 Total Variance Explained 
 











2.4 Rotated Component Matrix 
 










2.5 Matriks Korelasi (lanjutan) 
 
Lampiran 3. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Utara 











3.2 Scree Plot 
 









3.4 Matriks Korelasi 
 













3.5 Total Variance Explained tanpa memasukkan KPwDN 
 











3.7 Rotated Component Matrix tanpa KPwDN 
 









3.8 Matriks Korelasi tanpa Memasukkan KPwDN (lanjutan) 
 
Lampiran 4. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Tengah 










4.2 Scree Plot 
 









4.4 Matriks Korelasi 
 












4.5 Total Variance Explained tanpa memasukkan KPwDN 
 











4.7  Rotated Component Matrix tanpa memasukkan KPwDN 
 









4.8 Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN 
 
Lampiran 5. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Tengah 










5.2 Scree Plot 
 









5.4 Matriks Korelasi 
 














5.5 Total Variance Explained tanpa memasukkan KPwDN 
 











5.7  Rotated Component Matrix tanpa memasukkan KPwDN 
 









5.8  Matriks Korelasi tanpa memasukkan KPwDN 
 
Lampiran 6. Analisis Faktor Provinsi Sulawesi Barat 










6.2  Scree Plot  
 









6.4 Matriks Korelasi 
 



















6.5  Data Sulawesi Dalam Angka 2013 
 
Provinsi Kab/Kota X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
Kab. Boalemo 454.84 7.84 41.69 5.36 83.76 115.95 49.04 107.54 248.56
Kab. Gorontalo 832.49 34.3 188.42 11.41 226 272.78 306.88 378.06 1063.17
Kab. Pohuwato 773.57 10.18 97.05 11.35 89.38 281.46 57.15 204.49 384.3
Kab. Bone Bolanggo 492.64 8.01 134.6 3.84 68.46 128.61 43.15 134.81 203.44
Kab. Gorontalo Utara 340.92 23.34 32 5.06 45.8 92.14 30.61 67.51 39.26
Kota Gorontalo 97.14 15.35 166.92 42.89 380.73 553.6 359.16 345.05 659.9
Kab. Bolaang Mongondow 1309.6 127.85 64.67 6.72 365.09 268.67 80.06 74.53 470.67
Kab. Minahasa 1269.42 300.48 480.12 60.93 1215.8 966.22 535.17 362.92 873.97
Kep. Sangihe 521.78 57.17 102.9 9.39 205.88 324.79 257.28 157.09 434.86
Kep. Talaud 403.34 25.92 25.14 3.4 142.39 113.06 69.86 87.7 178.31
Kab. Minahasa Selatan 1112.5 252.83 400.82 21.38 659.05 313.69 406.51 74.95 429.18
Kab. Minahasa Utara 774.18 356.85 273.73 22.97 859.59 448.31 336.81 62.4 492.26
Kab. Bolaang Mongondow Utara 338.97 74.25 28.67 1.96 144.05 80.42 17.38 25.8 366.62
Kep. Siau Tagulandang Biaro 245.8 20.32 7.64 4.61 114.01 131.13 115.63 40.39 210.64
Kab. Minahasa Tenggara 659.97 181.45 269.61 15.31 442.77 237.93 274.47 47.79 291.7
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 257.15 62.17 10.42 1.13 52.46 69.05 31.14 10.98 192.28
Kab. Bolaang Mongondow Timur 284.55 354.24 13.59 2.09 83.48 72.05 26.21 15.85 227.52
Kota Manado 286.54 9.96 823.15 111.12 2598.8 5101.31 2959.13 1754.62 4130.09
Kota Bitung 1008.25 26.42 1086.49 104.67 795.3 451.07 1310.57 373.25 376.15
Kota Tomohon 251.91 105.69 116.9 15.83 509.98 284.85 133.8 36.89 362.96
Kota Kotamobagu 103.66 32.66 20.23 4.16 232.34 198.25 60.23 179.96 603.85
Kep. Selayar 749.32 9.76 43.09 6.06 236.9 194.19 151.7 44.59 580.28
Kab. Bulukamba 2157.21 33.65 331.24 33.59 217.64 1018.66 166.61 361.36 1510.54
Kab. Bantaeng 1312.19 31.47 82.03 22.54 246.31 396.18 96.31 188.26 575.58
Kab. Jeneponto 1805.62 35.15 47.02 19.14 124.07 183.76 78.7 193.28 1064.88
Kab. Takalar 1419.02 14.37 187.82 29 114.88 300.45 112.33 196.1 756.99
Kab. Gowa 3096.01 66.01 238.16 121.28 222.69 1201.75 537.27 594.8 1754.81
Kab. Sinjai 2012.8 17.11 61.49 8.74 217.4 495.49 123.86 229.12 1118.74
Kab. Marcos 1254.93 52.23 888.69 30.95 75.4 314.19 180.31 252.33 96935
Kab. Pangkajene Kepulauan 1156.7 356.01 5123.94 20.67 239.91 366.15 215.22 258.32 1159.12
Kab. Barru 835.16 37.25 63.83 21.83 237.93 233.44 96.33 178.75 798.61
Kab. Bone 5430.07 84.86 784.25 89.61 1068.61 937.16 526.53 748.72 2119.06
Kab. Soppeng 1628 21.89 265.34 37.11 241.59 601.6 216.93 278.88 963.64
Kab. Wajo 3415.19 311.66 502.4 48.61 309.51 1919.1 415.29 463.75 1556.04
Kab. Sidrap 2521.63 28.79 318.76 70.58 334.23 598.91 151.46 317.74 1300.25
Kab. Pinrang 4376.73 77.2 339.29 56.46 336.37 1126.25 386.76 353.56 1208.92
Kab. Enrekang 1628.48 18.95 102.53 14.33 149.93 314.94 69.1 136.53 881.81
Kab. Luwu 2909.78 47.24 312.9 12.27 417.85 707.53 120.24 154.38 1102.52
Kab. Tana Toraja 850.95 17.08 111.08 17.63 158.64 563.4 134.58 176.36 538.28
Kab. Luwu Utara 2885.44 47.87 126.01 30.32 220.85 368.38 141.22 320.01 711.33
Kab. Luwu Timur 1999.11 9289.76 253.13 33.39 74.9 220.57 160.57 214.39 544.03
Kab. Toraja Utara 798.6 14.54 150.06 23.05 149.84 550.66 208.41 227.22 488.99
Kota Makassar 321.39 1.42 10063.17 975.15 4621.58 17273.9 8984.44 7099.18 9462
Kota Pare Pare 174.46 8.71 56.1 35.06 239.99 690.71 497.18 483.73 585.87
Kota Palopo 488.68 4.45 104.81 56.6 331.03 728.42 287.39 483.96 598.32
Kep. Banggai 604.15 8.57 63.37 3.68 25.67 375.21 90.05 49.87 158.28
Kab. Banggai 3407.43 202 488.19 40.15 1287.55 688.37 597.32 488.49 881.45
Kab. Morowali 785.69 1416.2 73.49 10.02 66.85 345.86 17.95 123.71 221.69
Kab. Poso 1461.34 28.37 266.91 17.09 293.71 478.51 250.45 139.28 369.52
Kab. Donggala 2206.68 412.49 223.92 14.5 526.75 779.08 409.7 119.35 1189.98
Kab. Toli-toli 1863.81 53.48 272.48 18.68 261.32 440.4 294.23 194.47 693.12
Kab. Buol 1088.05 19.37 150.11 13.87 200.27 215.53 85.56 75.35 196.57
Kab. Parigi Moutong 4932.87 155.75 688.12 16.01 642.28 1597.64 705.92 81.58 740.84
Kab. Tojo Una-Una 739.16 22.56 164.49 15.18 131.77 253.06 38.28 75.41 394
Kab. Sigi 2504.43 128.49 136.49 11.45 306.77 597.38 234.42 95.83 771.43
Kab. Banggai Laut 452.14 4.79 34.17 4.96 13.61 157.95 54.62 46.63 64.3
Kab. Morowali Utara 1396.49 2161.31 66.93 9.02 54.57 277.34 16.29 58.73 175.41
Kota Palu 196.19 385.85 1063.43 254.95 1245.64 1247.18 1180.1 1055.48 3099.44
Kab. Buton 1109.67 463.44 137.55 14.97 114.58 499.96 67.19 135.95 379.27
Kab. Muna 1234.44 86.08 154.98 18.37 280.33 856.4 136.47 201.66 619.92
Kab. Konawe 1078.09 110.29 66.44 26.59 449.91 550.06 85.04 165.34 582.54
Kab. Kolaka 1350.21 1912.25 1317.78 45.28 406.71 1449.93 327.89 381.82 514.32
Kab. Konawe Selatan 1202.69 237.32 46.48 19.26 319.86 580.57 904.5 139.08 325.34
Kab. Bombana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab. Wakatobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab. Kolaka Utara 1529.42 58.05 11.48 11.26 193.94 643.86 79.45 89.32 197.44
Kab. Buton Utara 565.9 11.01 68.45 7.91 153.95 167.38 29.89 48.84 169.66
Kab. Konawe Utara 846.07 69.1 12.33 3.18 235.61 144.26 7.66 24.25 103.5
Kab. Kolaka Timur 929.09 36.81 24.02 9.31 123.64 449.32 85.04 64.94 151.48
Kep. Konawe 149.01 15.35 4.77 2.42 25.13 25.68 3.36 44.83 125.62
Kota Kendari 945.91 15.58 553.18 235.45 604.36 1569.08 1542.91 916.69 636.59
Kota Bau-Bau 362.67 20.34 72.45 37.51 643.38 798.3 284.87 197.17 536.04
Kab. Majene 877.4 18.85 56.98 17.56 97.79 217.34 62.66 176.73 323.25
Kab. Polewali Mandar 2488.59 19.67 103.18 37.18 124.99 1143.95 84.09 244.83 831.07
Kab. Mamasa 835.19 10.2 73.23 5.32 111.06 185.82 25.11 95.86 349.16
Kab. Mamuju 1487.44 64.02 58.78 25.15 169.46 449.53 106.78 273.96 1179.76
Kab. Mamuju Utara 1047.46 14.19 913.21 5.61 109.35 50.14 61.09 92.7 349.57
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